
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah­ 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4G78); 

BUPATJ MUNA, 
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang 
mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tanggal 
1 Januari 2019 belum ditetapkan maka, dalam rangka kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan, sambil menunggu penetapan APBD Tahun 
Anggaran :2019, dipandang perlu mela.kukan pengeluaran kas untuk 
pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib 
atas be ban Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud huruf a dan b 
diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna tentang 
Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk 
Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. 

Menimbang 

-- DEllGAK RAHMAT TUHAlf YAKG MAHA ESA 

TEBTA!IG 

PBKGELUARAN KAS IIEllDAHULUI PEDTAPA!I A!IGGARAII PEBDAPATA!I DAR 
BBLIJfJA DAERAH TAHU!f AXGGARAK 2019 UIITUK BBLIJfJA YAXG BERSIFAT 

MEBGIKAT DAB BELAKJA YANG BERSIFAT WA.JIB DI LDIGKUKGA!I PEMERIIITAH 
KABUPATEll MUNA 

PERATURA!f BUPATI MUNA 
BOMOR 01 TAHUN 2019 

BUPATI MUNA 
PROVIKSISULAWESITJtBGGARA 



(1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam 
pasal '.l adaian sebagai berikut : 
1. Belanja komponen dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 

lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil; 

Pasal 3 

BAB III 
Besaran dan Jenis Pengeluaran 

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk menjamin 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah 
melakukan pengeluaraan kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib. 

Pasal 2 

BABII 
Tujuan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
!. Daerah adaian Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 
3. Bupati adalah Bupati Muna. 
4. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutukan secara terns menerus dan 

harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
Sf"':tiHp 1:n.ll~_n ,fan t~h1\n A.negA_rA.n yang J:W:'rs~_nekutAn. 

5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminya kelangsungan pemenuhan 
pendanaan pelayanan dasar masyarakat. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 1 

BABI 
Ketentuan Umum 

PEJlfGELUARAN KAS MEKDAHULUJ PENETAPAK AKGGARAK 
PE!IDAPATAN DAN BEL/J'fJA DAERAII (APBD) TAHU!f ANGGARAJl 2019 
UllTUK BELAKJA YAKG BERSIJl'AT MENGIKAT DAN BELAKJA YAJfG 
BERSIFAT WAJIB DI LIKGKUIIGAJf PEMERllfTAH KABOPATBN KUNA 

Menetapknn 

MEMUTUSK.All: 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom~ 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ~ 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Muna (Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 6). 

·, 
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BAGl1\N HUKUM 

I PA.RAF KOORDINA~ 
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I SEKqA KA8. MUNA 

A::ilSTEN 

- 2019 

~ 
Diundangkan di Raha 
Pada Tanggal .1 - \ 2019 
S~ARIS DAERAH, 

NURDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR. ... 0.L .... 

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan Penetapan APED Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 4 

BAB IV 
Penutup -· ...... 

(2) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud da1am 
pasal 1 ayat (5) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 
pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/ atau 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; 

2. Uang Representase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gaji dan 
Tunjangan Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Belanja Pegawai untuk pembayaran Uaj1/Upah Pegawai Non PNS serta tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS; 

4. Belanja bahan pakai habis (ATK, dokumen, alat listrik dan elektronik, perangko, 
materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan 
bakar minyak/ gas); 

S. RPlRniR fasR kanrnr (relenon. air. listrik. surat k::ihRrlmRiRlRh. faximile. internert: 
J .., \ .& ,, ,, ~ t J , ,. I,, 

6. Belanja premi asuransi; 
7. Belanja cetak dan penggandaan; 
8. Belanja makan minum; 
9. Belanja Perjalanan Dinas; 

. ' 


